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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 69S/MENKES/PER/X/1986 

T E N T A N G 
PENDAYAGUNAAN DOKTER lJMlJM DAN DOKTER GIGI 

MENTER! KESEHATAN REPUBLI K INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pem­
bangunan nasional di bidang kesehat­
an, perlu dilaksanakan upaya pening­
katan pendayagunaan dokter umum dan 
dokter gigi; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf (a)ter 
sebut di atas perlu diatur dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Pendayagunaan Dokter Umum dan Dokter 
Gigi. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lem -
baran Negara Tahun 1960 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 ten 
tang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran -
Negara Tahun 1961 Nomor 2071, Tambah 
an Lembaran Negara Nomor 2270); -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 ten 
tang Tenaga Kesehatan (Lembaran Ne:­
gara Tahun lq63 Nomor 70, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2S76); 

4. llndang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ten 
tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar 
an Negara Tahun lq74 Nomor SS, Tam:­
bahan Lemharan Negara Nomor 3041); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan 
Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan 
Dokter, Dokter Gigi/Apoteker (Lembar 
an Negara Tahun lq64 Nomor 98, Tam:­
hahan Lemharan Negara Nomor 2691); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 No­
mor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3069); 

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 
dan Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok­
pokok dan Susunan Organisasi Departe -
men. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK IN­
DONESIA TENTANG PENDAYAGUNAAN DOKTER ~'1UM 
DAN DOKTER GIGI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang me­
liputi perencanaan, pepgembangan pem­
binaan dan ketatausahaan kepegawaian 

, dokter umum dan dokter gigi pada peme­
rintah atau swasta ; 

b. Dokter umum dan dokter gigi adalah me­
reka yang memiliki ijazah dari Pergu -
ruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi 
Swasta menurut peraturan yang berlaku, 
dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang 
telah menyelesaikan program adaptasi ; 

c. Masa bakti profesi ada'iah masa ·pengab­
dian dokter umum/dokter gigi pada sua­
tu program Pelayanan kesehatan setelah 
menyelesaikan pendidikan sebagai pelak 
sanaan Urid~ng-undang Wajib Kerja Sarj~ 
na. 
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Pasal 2 

(1) ~~asa bakti prof esi dapat dilaksanakan pada fa­
sil i tas pelayanan kesehatan Pemerintah atau pa­
da fasilitas pelayanan kesehatan swasta dengan 
memperhatikan program pendayagunaan dokter umum : 
dan dokter gigi dalam rangka pembangunan kese -
hatan. 

(2) Selama pelaksanaan masa bakti profesi pada fa­
silitas pelayanan kesehatan swasta belum ber­
akhir pelaksanaannya, apabila dibutuhkan dapat 
ditarik kembali untuk ditempatkan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan pemerintah. 

Pasal 3 

Dokter umum dan dokter gigi yang ditempatkan pada 
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, sesudah 
selesai menjalankan masa bakti profesi dapat menga­
jukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. 

BAB II 
P E N D A F T A R A N 

Pasal 4 

(1) Dokter umum dan dokter gigi wajib mendaftarkan 
diri kepada Departemen Kesehatan cq Biro Kepe­
gawaian selambat-lamhatnya satu bulan setelah 
menerima ijazah bagi lulusan Fakultas Kedokter 
an dan Kedokteran Gigi di Daerah Khusus Ibu­
Kota Jakarta. 

(2) Bagi lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokter­
an Gigi di luar Daerah Khusus Ibu Kata Jakarta 
diwajibkan untuk melaporkan diri pada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat 
dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan se­
telah menerima ijazah. 
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(3) Dokter umum dan dokter gigi yang dimaksud dalam 
ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Departemen 
Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya 
satu bulan setelah melapor dan dikirim melalui 
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi se­
tempat. 

Pasal 5 

(1) Dokter umum dan dokter gig1 warga Negara Indone-
sia lulusan pendidikan luar negeri diwajibkan 
mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq 
Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan 
setelah tiba di Indonesia. 

(2) Dokter umum dan dokter gigi dimaksud ayat (1) wa 
jib menjalankan masa penyesuaian pengetahuan 
(adaptasi) sesuai dengan peraturan perundang-un­
dangan yang berlaku. 

BAB III 
P E N Y E B A R A N 

Bagian Pertama 
Dasar-Dasar Penentuan Penyebaran 

Pasal 6 

(1) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi diutama -
kan untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan 
kesehatan dalam rangka pemerataan dan peningkat­
an pelayanan kesehatan. 

(2) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter g1g1 
yang dimaksud dalam ayat (1) dan untuk wajib mi­
liter dan staf pengajar, dilaksanakan dengan mu­
syawarah antar Menteri Pertahanan Keamanan, Men­
teri Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Menteri Ke­
sehatan. 

(3) Penyebaran dokter umum dan dokter gigi pada fa ~ 
silitas pelayanan kesehatan instansi lain dan 
swasta dilaksanakan' setelah kebutuhan seperti di 
maksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi. 
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Pasal 7 

(1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehat· 
an ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai 
berikut : 

ao Puskesmas ; 
bo Rumah Sakit Kelas D; 
Co Rumah Sakit Kelas C; 
do Unit peJaksana t ehnis dan fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehat­
an swasta, ditetapkan dengan urutan prioritas 
sebagai berikut : 

a. Fasilitas pelayanan kesehatan di luar Ibukota 
Propinsi di luar Pulau Jawa ; 

b. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

Bagian Kedua 
Pengajuan Kebutuhan 

Pasal 8 

(1) Semua pimpinan unit pelaksana teknis dan fasili­
tas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta 
menyusun jumlah kebutuhan dokter umum dan dokter 
gigi untuk kemudian menyampaikan kepada Menteri 
Kesehatan melalui dan mendapat persetujuan Ke­
pala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setem­
pat. 

(2) penyampaian surat permohonan kebutuhan dokter 
umum dan dokter gigi tersebut dalam ayat (1) her 
dasarkan atas suatu perencanaan pengembangan ke:­
giatan yang berjangka tiga tahun. 

(3) Dengan memperhatikan jumlah perkiraan lulusan 
dokter umum dan dokter gigi pertahun anggaran, 
setelah kebutuhan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) 
terpenuhi, maka kebutuhan instansi lain dan 
swasta dipenuhi berdasarkan permohonan yang di­
ajukan. 
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Pasal 9 

(1) Pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi 
sebagai calon pengajar di bidang klinik dipenuhi 
setelah dokter umum dm dokter gigi yang terpilih 
menyelesaikan masa bakti pada satuan-satuan ker­
j a seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) 
dan ayat (2) dalam jangka waktu yang ditetapkan 
oleh Menteri Kesehatan. 

(2) Bagi pemenuhan yang dimaksud dalam ayat (1) di 
atas, maka Rektor Universitas Negeri yang berke -
pentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga 
pengajar untuk kurun waktu tiga tahun. 

(3) Setiap medis terpilih akan menjadi calon pengajar 
di bidang klinik pada waktu pendaftaran diri, wa­
j ib membawa surat rekomendasi dari Rektor Univer­
sitas Negeri yang berkepentingan untuk ditetapkan 
tempit pengabdiannya. 

BAB IV 
P E N G G U N A A N 

Bagian Pertama 
Pengangkatan dan Penempatan 

Pasal 1-0 

(1) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dok­
ter gigi pada unit pelaksana teknis dan fasilitas 
pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen 
Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan 
instansi lain dilaksanakan oleh dan menjadi tang­
gung jawab Departemen Kesehatan. 

(2) Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dok­
ter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan swas­
ta dapat ditempatkan oleh Departemen Kesehatan 
sebagai dokter umum atau dokter gigi yang dipeker 
jakan atau diperbantukan, atau semata-mata peng -::: 
angkatan dan penempatannya menjadi tanggung jawab 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta 
yang bersangkutan setelah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Kesehatan. 
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Bagian Kedua 
Status Kepegawaian 

Pasal 11 

U-23 

(1) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada 
unit pelayanan teknis dan fasilitas pelayanan ke 
sehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan:­
Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi 
lainnya bersam Epegawai negeri sipil Departemen 
Kesehatan dipekerjakan atau diperbantukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Dokter umum dan dokter gigi yang ditunjuk sebagai 
calon pengajar sebagaimana tersebut pasal ~ di 
bidang klinik dialihkan status kepegawaiannya da 
ri Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan setelah selesai masa baktinya. 

(3) Dokter umum dan dokter gigi yang bekerja pada fa 
silitas pelayanan kesehatan swasta, dapat ber-=­
status sebagai karyawan swasta atau pegawai nege 
ri sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan 
atau dipekerjakan. 

BAB V 
P E M B I N A A N 

Bagian Pertama 
Pembinaan Teknis 

Pasal 12 

(1) Pembinaan teknis medis bagi dokter umum dan dok­
ter gigi, dalam rangka pelaksanaan program pela­
yanan kesehatan kepada masyarakat, adalah wewe­
nang ~•enteri Kesehatan. 

(2) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam ayat 
(1) dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Wi­
layah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 
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Bagian Kedua 
Pembinaan administrasi Kepegawaian 

Pasal 13 

(1) Pembinaan administrasi kepegawaian dokter umum 
clan dokter gigi baik yang berstatus pegawai ne­
geri maupun swasta, diselenggarakan dan menjadi 
tanggung jawab masing-masing instansi atau badan 
swasta dimana yang bersangkutan bekerja. 

(2) Perpindahan dokter umum dan dokter gigi yang 
didayagunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan 
swasta atau instansi pemerintah di luar Departe­
men Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, 
clan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus 
mendapat persetujuan dari ~!enteri Kesehatan. 

Bagian Ketiga 
Pengembangan Karier 

Pasal 14 

(1) Dokter umum dan dokter gigi setelah menyelesaikan 
masa baktinya, dapat mengembangkan kariernya pa­
da jabatan struktural atau jabatan fungsional. 

(2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan struktural, 
setiap dokter umum dan dokter gigi diwajibkan un­
tuk mengikuti latihan jabatan yang ditentukan. 

(3) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan fungsional 
dokter umum dan dokter gigi harus memenuhi per­
syaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsio -
nal yang dimaksud. 

Pasal 15 

(1) Pendidikan untuk jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintah antara lain : 

a. Sekolah Pembinaan Administrasi, seperti : 

- Sekolah Pimpinan Administrasi Dasar (SEPADA) 
- Sekolah Pimpinan Administrasi Lanjutan 

(SEPALA) 
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- Sekolah Pimpinan Administrasi Madya (SEPADYA) 
- Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (SES-

PA) 

b. Pendidikan Pasca Sarjana di bidang kesehatan 
masyarakat. 

(2) Pendidikan untuk jabatan fungsional, antara lain: 

a. Pendidikan keahlian di bidang kiinik; 
b. Pendidikan keahlian di bidang pre klinik 
c. Pendidikan keahlian di bidang kes~hatan masya­

rakat ; 
d. Pendidikan Akta ; 
e. Pendidikan S2 dan S3. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Masa Bakti 

Pasal 16 

(1) Pelaksanaan masa bakti ditetapkan menurut pemba­
gian wilayah, sebagai berikut : 

a. Penempatan di Pulau Jawa minimal S (lima) ta­
hun dan maksimal 8 (delapan) tahun ; 

b. Penempatan di luar Pulau Jawa minimal 3 (tiga) 
tahun dan maksimal 6 (enam) tahun ; 

c. Penempatan di daerah rawan minima 2 (dua) ta 
hun dan maksimal 4 (empat) tahun ; -

d. Penempatan di daerah terpencil minimal 1 (sa­
tu) tahun maksimal 2 (dua) tahun ; 

(2) Penentuan Daerah rawan atau terpencil ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan setelah mem­
perhatikan usul pendapat dari Pemerintah Daerah 
masing-masing. 

(3) Selama masa bakti, Kepala Kantor Wilayah Depar -
temen Kesehatan dengan persetujuan Guhernur da­
pat rnengadakan mutasi dokter umurn dan dokter gi­
gi di antara Kabupaten di Propinsi yang bersang­
kutan. 
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(4) Selarna rnasa bakti sebagairnana dirnaksud dalarn 
ayat (1), Kepala Kantor Departernen Kesehatan Ka­
bupaten/Kotarnadya dengan persetujuan ·Bupati/ Wa­
likotarnadya dapat rnelaksanakan rnutasi dokter 
urnurn dan ·dokter gigi di antara Kecarnatan-kecarnat 
an di Kabupaten yang bersangkutan. -

(5) Setiap rnutasi yang dilaksanakan ayat (2) dilapor 
kan pada Menteri Ke.sehatan sedangkan rnutasi yang 
dilaksanakan dalarn ayat (3) dilaporkan pada Ke­
pala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan. 

Bagian Kelirna 
L A P 0 R A N 

Pasal 17 

(1) Sernua Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan 
diwajibkan untuk rnelaporkan dokter urnurn dan dok­
ter gigi yang telah diternpatkan pada Pusat Kese­
hatan Masyarakat, unit pelayanan teknis dan fa­
silitas pelayanan kesehatan lain di wilayah rna­
sing-masing secara berkala. 

(2) Pirnpinan unit organisasi Departernen Kesehatan 
Dinas Kesehatan Daerah, Instansi lain dan badan 
swasta yang rnendayagunakan dokter umurn dan dok -
ter gigi diwajibkan rnengirimkan laporan tahunan 
kepada Menteri Kesehatan tentang mutasi melalui 
Kepala Kantor Wilayah Departernen Kesehatan se­
tell!pat. 

BAB VI 
P E N U T U P 

Pasal 18 

Petunjuk rnengenai pelaksanaan peraturan ini ditetap­
kan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen 
Kesehatan. 

--..--- -- - --
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Pasal 19 

Peraturan ~enteri Kesehatan ini mulai berlaku ter­
hitung tanggal ditetapkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya 
memerintahkan pengundangan Peraturan Henteri ini de ' 
ngan penampatannya dalam Berita Negara Republik In::- '~ 
donesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 

Pada tanggal 3 Oktober 1986 

~~ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT 
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PERATURAN MENTER! KESE-IATAN REPUBLIK INOONESIA 

Nav!OR : 645/MENKES/PER/IX/1986 
TENTANG 

PENDAYAGUNJ\AN OOK'IER SPESIALIS DAN OOK'IER GIGI 

SPESIALIS 

MENTER! KESFHATAN REPUBLIK INIXNESIA 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di bidang 

kesehatan perlu adanya peningkatan mutu, pemerataan dan perluas­

an j angkauan pelayanan kesehatan melalui pelayanan spesialis -
tik dengan meningkatkan pendayagunaan dokter spesialis dan dok­

ter gigi spesialis; 

Mengingat 

b. bahwa peningkatan pendayagunaan dokter spesialis dan dokter 

gigi spesialis merupakan pengabdian ilrnu dan profesi secara 

berdayaguna dan berhasilguna; 

c. bahwa pendayagunaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 
tennaksud di atas perlu diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan. 

1. Un<lang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1960 No .131, Tambahan Lembaran Negara No­

mor 2068); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lern­
baran Negara Tahun 1961 Nomor 2071, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2270); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lemba­

ran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 

2576); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor SS, Tambahan Lernbaran Negara 

Nomor 3041) ; 

5. Peraturan .......... 

• 
• 

l 

'· 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah 

dan Pemberian ijin menjalankan pekerjaan Dokter, Dokter gigi/Apo­

tekcr; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1972 tentang Pendidikan dan La­

tihan Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10 Tarnbru1an Lembaran 

Negara Nomor 3069) ; 

8. Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1974 clan Nomor 15 Trumn 1984 ten­

tang Pokok-pokok Dan Susunan Organisasi ~partemen. 

MEMUTUSKAN 

PERA1URAN MENTEIU KESE-IATAN REPUBLIK INDONESIA TENI'ANG PENDAYAGUNAAN 

OOK'IER SPESIALIS DAN OOK1ER GIGI SPESIALIS 

BAB I 
KETENIUAN UMIJM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Pendayagunaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengemba­

ngan, pembinaan clan ketatausahaan kepegawaian dokter spesialis dan 

dokter gigi spesialis pemerintru1 atau swasta; 

h. Doktcr spes ialis dan clokter gigi spesialis adalah mereka yang memi­

liki ijazah spesialis dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Ting­

gi Sw;ista ·menurut peraturan yang berl<jku dan Perguruan Tinggi ai 

luar negeri yang telah menyelesaikan program adaptasi; 

c. Masa bakti profesi adalah masa pengabclian clokter spesialis clan clok­

ter gigi spesialis pada sesuatu program pelayanan kesehatan setelru1 

menyelesaikan pendidikan spesialis. 

Pasal 2 

, (1) Jen.is dokter spesialis dan clokter gigi spesialis yang diperlukan 

dalam pendayagunaan adalah yang berkai tan dengan upaya pelayanan 

kesehatan berupa peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulih­

an yang jenis-jenisnya akan di tetapkan oleh ~nteri Kesehatan 

(2) .Jenis .......... . 
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(2) Jenis spesialis yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan seperti 

yang dimaksud ayat (1) tetapi belwn ada pengaturan pendidikarmya 

oleh Menteri Kesehatan akan dimintakan pengesahannya kepada Men­

teri Pendidikan dan Kebudayaan. 

BAB II 

PENDAFTARAN 

Pasal 3 

(1) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis wajib mendaftarkan . 

diri kepada Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selarnbat­

lambatnya satu bulan setelah .menerima ijazah dQkter spesialis 

bagi lulusan Fakul tas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Daerah 

Khuc;us !bu Ko ta Jakarta. 

(2) Bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lulusan di luar 

Daerah Khusus !bu Kata Jakarta diwajibkan untuk irelapor diri pa 

da Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dalam wak 

tu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima ijazah spesialis. 

(3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang dimaksud dalam 

ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Departemen Kesehatan cq 

Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan setelah melapor 

dengan membawa bukti lapor diri dari Kepala Kantor Wilayah De­

partemen Kesehatan setempat . 

Pasal 4 

(1) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Indonesia 

lulusan pendidikan luar negeri diwajibkan rnendaftarkan diri pada 

Departemen Kesehatan cq Biro Kepegawaian selambat-lambatnya satu 

bulan setelru1 tiba di Indonesia. 

(2) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dimaksud ayat (1) wajib 

mcnjala11kan rnnsa penyesuaian pengetrulUan (adaptasi) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III •••••.•• 
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BAB III 

PE NYE BARAN 

Bagian Pertama 

Dasar-clasar Penentuan Penyebaran 

Pasal 5 

(1) Penyebaran dokter spesialis dan dokter gigi spesialis diutamakan untuk mernenuhi 

kebutuhan program pembangunan kesehatan dalam rangka pemerataan clan peningkatan 

pelayanan kesehatan. 

(2) Perrenuhan kebutuhan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dimaksud ayat (1) 

lebih dahulu dipriori taskan untuk Departemen Kesehatan, s 'taf Pengajar pada Per­

guruan Tinggi dan ABRI dilaksanakan dengan JTR.lSymvarah antara Menteri Kesehatan, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan ~nteri Pertahanan Keamanan. 

(3) Penyebaran dokter spesialis dan dokter gigi spesialis pada fasili tas pelayanan 

kesehatan instansi lain dan swasta dilaksanakm1 setelah kebutuhan seperti dinmk 

sud pada ayat (1) dan (2) terpenuhi. 

Pas a l 6 

(1) Pemenuhan kebutuhan program pembangunan kesehatan di tetapkan dengan urutan prio 

ri tas sebagai berikut : 

a. Rumah Sa.kit Kabupaten/Kotamadya; 

b. Rumah Saki t Propinsi; 

c. Rtunah Saki t Pen di dikan; 

d. Unit pelaksana teknis a.tau fasili tas pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan fasili tas pelayanan kesehatan swasta diutamakan dari tenaga 

spesialis yang tel.ah melaksanakan masa bakti tersebut ayat (1) dengan urutan 

priori tas sebagai berikut : 

a. Rumah Sa.kit Ibu Kota Propinsi Surnatera, Jawa, clan Bali; 

b. Rumah Sa.kit Kota Besar; 

c. Rumah Saki t lainnya. 

Bagian Kedua .......... 
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Bagian Kedua 

Pengajuan Kebutuhan 

Pasal 7 

(1) Sen!lta pimpinan unit pelaksana teknis clan fasili tas pelayanan kesehatan perne­

rintah clan swas ta menyusun jt.nnlah kebutuhan dokter spesialis dan dokter gigi 

spesialis untuk kemudian menyarnpaiakan kepacla Menteri Kesehatan rnelalui clan 

dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi se -

tenq.1at. 

(2) Penyarnpaian surat pennohonan kebutuhan dokter spesialis dan dokter gigi spe 

sialis tersebut dalam ayat (1) berdasarkan atas suatu p~rencanaan pengernbang­

an kegiatan yang herjangka tiga tahun. 

Pasal 8 

(1) Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis clan dokter gigi spesialis sebagai penga 

jar di bi clang klinik dipenuhi setelah dokter spesialis dan clokter gigi spesi­

alis yang terpilih menyelesaikan pendidikan spesialisasinya. 

(2) Bagi pemenuhan yang dimaksud dalaJ'll ayat (1) di atas, rnaka Rektor Universi tas 

Negeri yang berkepentingan mengajukan rencana kebutuhan tenaga pengajar un -

tuk kurun waktu tiga tahun. 

(3) Setiap tenaga spesialis yang terpilih akan rnenjadi pengaj ar di bi dang klinik 

pada waktu pendaftaran cli ri, waj ib membawa sura t rekomendasi clari Rektor 

Uni versi tas Negeri yang berkepentingan untuk di tetapkan tempat pengabdiannya. 

BAB IV 
PENGGUNAAN 

Bagian Pertama 

Pengangkatan clan Penempatan 

Pasal 9 

(1) Pcngangkatan clan penempatan dokter spesialis clan dokter gigi spesialis pada 

mu t pelaksana teknis fasili tas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Depar­

teiren Keseha.tan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah clan instansi lain dilak­

sanakan oleh clan menjacli tanggung j awab Departemen Kesehatan. 

(2) Pengangkatan clan penempatan dokter spesial_is clan dokter gigi spesialis pada 

fa.sili tas pelayanan kesehatan swasta clapat di tempatkan oleh Departemen Kese 

hat.an sebagai tenaga yang dipekerjakan atau diperbantukan, atau semata-mata 

pengangkatan clan penempatannya. menjadi tanggung jawab pirnpinan fasili tas pe 

layanan kesehatan swasta yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari 

Menteri Keseha tan. 

Bagian Kedua .... 
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Bagian Kedua 

Status Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Dokter spesialis dcm dokter gigi spesialis yang bekerja pada unit pelaksana 

teknis dan fasili tas pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehat­

an,. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah dan instansi lai1mya berstatus pega.:. 

wai negeri sipil Departeiren Kesehatan dipekerjakan atau diperbantukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang di tunjuk sebagai pengajar 

sebagaimana terse but pas al 8 di bid~~g klinik dialihkan status kepegawaian­

nya dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

(3) Dokter spesialis dan <lokter gigi spesialis yang bekerja pada fasili tas pe -

layanan keseha tan S\vas ta, dapa t be rs tatus sebagai ka1yawan swas ta a tau pe -

gawai negeri sipil Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerja­

kan. 

BAB V . 

PEMBINAAN 

Bagian Pertama 

Pembinaan Tehnis Medis 

Pasal 11 

(1) Pembinaan tehrLi. s medis bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam 

rangka pe laksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarpkat, adalah we­

wenang Menteri Kesehatan. 

(2) Koordinasi pelaksanaan pembinaan dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan 

kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat. 

Bagian Kedua 

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 

Pasal 12 

(1) Pembinaan administrasi kepegawaian dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 

baik yang berstatus Pegawai Negeri maupw1 swasta, diselenggarakan clan menjadi 

tanggung jawab masing-masing instansi atau badan swasta dimana yang bersang 

kutan bekerja. 

( 2) Perpindahan ..... 
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(21 Perpindahan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang didayagunakan 

oleh fasili tas pelayanan kesehatan swasta atau instansi Pemerintah diluar 

Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan clan Keamanan, clan Departemen 

Pendidikan clan Kebudayaan harus mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. 

Bagian Ketiga 

Pengembangan Karier 

Pasal 13 

(1) Dokter spesialis clan clokter gigi spesialis setelah menyelesaikan masa bakti 

nya, dapat mengembangkan kariernya pada jabatan struktural atau jabatan 

fungsional. 

(2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan stniktural setiap dokter spesialis 

dan dokter gigi spesialis diwajibkan untuk mengikuti latihan jabatan yang 

di tentukan. 

(3) · Untuk dapat menduduki jenjang j abatan fungsional dokter spesialis dan dok­

ter gigi spesialis harus memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk jabatan 

fungsional yang dimaksud. 

Bagian Keempat 

Pelaksanaan Masa Ba.kti 

Pasal 14 

Pelaksa.naan masa bakti ditetapkan menurut pembagian wilayah, sebagai berikut 

a. Mas a bakti di Pulau Jawa clan Madura 5 Tahun 

b. Mas a bakti di luar Pulau Jawa 3 Tahun 

c. Masa bakti di Propinsi Kalimantan T~ngah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian 

Jay a, Timar Tinn.ff, 2 Tahun. 

Bagian Kelima 

LAP ORAN 
Pasal 15 

(1) Semua Kepala Kantor IVilayah Departemen Kesehatan Propinsi diwajibkan untuk 

melaporkan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang telah di ternpatkan 

di wilayahnya masing-masing secara berkala. 

(2) Pimpinan 
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( 2) Pimpinan unit organis as i Departemen Kes eha tan, Di nas Keseha tan Dae rah, 

Instansi lain dan badan swasta yang mendayagunakan dokter spesialis dan 

dokter gigi spesialis diwajibkan mengirimkan laporan tahunan kepada De­

partemen Kesehatan tentang nrutasi melalui Kepala Kantor Wilayah Departe­

men Kesehatan setempat. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal 16 

Petunjuk mengenai pelaksanaan peraturan ini di tetapkan lebih lanjut oleh 

Sekretaris Jendera.1 Departemen Kesehat~. 

Pasal 17 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhi tung tanggal di tetapkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya meirerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Beri ta Negara Republik Indonesia 

Di te tapkan di 

~~~~ggal 

JAKARTA 

22 September 1986 


